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PUTUSAN
Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Sim

S\ tre\TY: z

Ll 3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 16 Juli 1964,
umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx Xxxxxx, tempat kediaman
di XXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagai PENGGUGAT;
melawan
TERGUGAT, NIK xxxxxxxxX, tempat dan tanggal lahir, 11 November
1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XX,
XXXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, Kabupaten
Tapanuli Selatan, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat di dalam persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan alat bukti saksi di dalam
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan
register perkara Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Sim tertanggal 25 Oktober 2023,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1986, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Nagori, Kecamatan
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Bandar Huluan, Xxxxxxxxx XxxxxxxxxxX dan telah dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, XXXxXXXxXx
XXXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX,
tertanggal 24 Juli 1986;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2

orang anak, masing-masing bernama :
a. Anak ke |, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 1989;
b. Anak ke Il, perempuan lahir tanggal 30 Oktober 1991;

dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini telah

menikah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama yang beralamat di Dolok Parmonangan selama

kurang lebih 21 tahun;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tidak
tinggal serumah lagi;

5. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi
adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan
yang tidak jelas dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan

kabar;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka
Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat
hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang
bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini adalah orang tidak mampu maka
Penggugat mohon diizinkan untuk berkara secara cuma-cuma (prodeo);
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan
perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut
Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan

oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap
perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses
mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi
dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam

sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah KUA Bandar XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi
Sumatera Utara, pada tanggal 24 Juli 1986, telah diberi meterai secukupnya
dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo
dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua

Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;
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B. Saksi:

1. Saksi ke | darin Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
Madrasah Aliyah Swasta, pekerjaan xxx XxXXxXx XxXxxxx, tempat tinggal di
Huta Ill, Nagori, Kecamatan, XXXXXXXXX XXXXXxXxxX, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 1986;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dolok ;
— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

— Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat rukun, tetapi sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

— Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat

tersebut;

— Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat
tidak pernah datang menemui Penggugat hingga saat gugatan cerai
ini diajukan;

— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyatukan kembali
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi ke Il darin Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan xxx XxXxXxx XxXxxxx, tempat tinggal di Huta I, XXXXXX XXXXX
XXXRXXXXXXXX, XXXXXKKKK XXXXXK XXXXXX, XXXXXKXKXX XXXXXXXXXX, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang

menikah pada tahun 1986;
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— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dolok

Parmonangan;
— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

— Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat rukun, tetapi sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

— Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat
tersebut;

— Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat
tidak pernah datang menemui Penggugat hingga saat gugatan cerai
ini diajukan;

— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyatukan kembali
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor: 1035/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 27 Oktober 2023, Nomor:
1035/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 08 November 2023, dan Nomor:
1035/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sabh;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak
berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal
39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa
hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat
dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka
yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat
dengan alasan sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
sejak saat itu tidak pernah kembali lagi sebagaimana terurai dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta
otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi
alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan
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berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal
10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat
di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil
kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada
suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan

demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta
yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan Penggugat mengenai Penggugat yang telah pergi
meninggalkan Tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu hingga saat
ini, oleh karena itu keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi-saksi a quo memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua
orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis
Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah
ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah
pada tanggal 28 Juni 1986 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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2. Bahwa sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyatukan kembali Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah
fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan
di bawabh ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, belum dikaruniai anak dan
tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat berkualitas hukum
sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat berhak mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana
dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3 telah terbukti
bahwa sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak dapat disatukan kembali, maka harus
dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan
perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 19 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi
dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain di luar kemampuannya dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 menyatakan alasan tersebut dapat diterima apabila Tergugat
menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah

kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di
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persidangan namun atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis
Hakim menilai hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang tidak ingin kembali
lagi membina rumah tangga secara baik-baik dengan Penggugat dan telah
sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim

akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar
Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan
ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas
dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila
kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada
lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu

sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada
keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak suami dan isteri,
sementara dalam kasus a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak
sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah kediaman bersama sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu
dan ketika Majelis Hakim menasehati Penggugat di persidangan, Penggugat

tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa  menurut  penilaian Majelis Hakim
mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan
kemadharatan dan ekses-ekses negatif (madharat) bagi Penggugat dan
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Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak

kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

@wigi%ulsemmw1pﬁ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat

sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan
pembebasan biaya perkara (prodeo), maka berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Sim,
tanggal 25 Oktober 2023, dan Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor 7/SEK.PA.W2-A11/KU1.1/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 tentang
pembebasan biaya perkara (prodeo) Perkara Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Sim,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui
DIPA 005.04.2.403084/2023 Pengadilan Agama Simalungun tahun anggaran
2023,;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui
DIPA 005.04.2.403084 Pengadilan Agama Simalungun tahun anggaran
2023;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8
Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Nuzul Lubis, S.H.l., M.A., sebagai Ketua
Majelis, Fri Yosmen, S.H., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ansor,
S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nuzul Lubis, S.H.l., M.A.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H. Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera
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Ansor, S.H.
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